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Abstract

Intellectual Property Rights (IPR) are related to human creativity, and human
creativity in meeting needs or solving life problems, both in art, science and
technology as well as superior products of a society. Therefore, the development
of science and technology accompanied by the existence of IPRs is very important.
Where this research activity cannot avoid the problem of IPR if it wants a respect
for rights and new innovations, and its originality. Issues regarding Intellectual
Property Rights will touch various aspects such as aspects of technology,
industry, social, culture, and various other aspects. However, the most important
aspect when it comes to protecting intellectual property is the legal aspect. The
law is expected to be able to overcome various problems that arise related to the
Intellectual Property Rights. Law must be able to provide protection for
intellectual work, so as to be able to develop the creative power of society which
ultimately leads to the goal of the successful protection of Intellectual Property
Rights.
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Intisari

Hak Kekayaan Inttelektual (HKI) terkait dengan kreativitas manusia, dan daya
cipta manusia dalam memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah
kehidupannya, baik dalam seni, ilmu pengetehuan dan teknologi maupun produk
unggulan suatu masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi disertai dengan eksistensi HKI sangat penting. Dimana kegiatan
penelitian ini tidak dapat menghindar dari masalah HKI apabila menginginkan
suatu penghormatan hak maupun inovasi baru, dan orisinalitasnya. Permasalahan
mengenai Hak Kekayaan Intelektual akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek
teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Akan tetapi, aspek
terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual
adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai
permasalahan yang timbul berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual tersebut.
Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga
mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada
tujuan berhasilnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
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A. Latar Belakang

Proses globalisasi membawa
akibat tolok ukur utama hubungan
antar bangsa atau negara tidak lagi
ideologi, melainkan ekonomi yakni
keuntungan atau hasil nyata apa yang
dapat  diperolen dari  adanya
hubungan tersebut. Pengaruh luar
dapat cepat sekali masuk ke
Indonesia sebagai implikasi
terciptanya sistem ekonomi yang
terbuka. Aspek dari sistem ekonomi
adalah  masalah  produk yang
pemasarannya tidak lagi terbatas
pada satu negara melainkan juga
mengglobal. Hal ini  menuntut
standar kualitas dan persaingan yang
fair, serta terhindarnya produk

industri  palsu, berdasarkan pada

kesepakatan-kesepakatan dunia

internasional. Globalisasi
mengandung makna yang dalam dan
terjadi di segala aspek kehidupan
seperti  ekonomi, politik, sosial
budaya, IPTEK, dan sebagainya.
Globalisasi, dalam dunia
bisnis misalnya, tidak hanya sekedar
berdagang di seluruh dunia dengan
cara baru, yang menjaga
keseimbangan antara kualitas global
hasil produksi dengan kebutuhan
khas vyang bersifat lokal dari
konsumen. Cara baru ini dipengaruhi

olen saling ketergantungan antar

bangsa yang semakin meningkat,

berlakunya  standar-standar  dan
kualitas baku internasional,
melemahnya ikatan-ikatan

etnosentrik yang sempit, peningkatan



Jurnal llmu Hukum Prima

peran swasta dalam bentuk korporasi
internasional, melemahnya ikatan-
ikatan nasional di bidang ekonomi,
peranan informasi sebagai kekuatan
meningkat, munculnya kebutuhan
akan manusia-manusia brilyan tanpa
melihat kebangsaannya dan
sebagainya.

Ekspansi perdagangan dunia
dan juga dilakukannya rasionalisasi
tarif tercakup dalam GATT (the
General Agreement on Tarif and
Trade). GATT sebenarnya
merupakan kontrak antar partner
dagang untuk tidak memperlakukan
secara diskriminatif, proteksionis
atas dasar law of the jungle dalam
perdagangan dunia. Kesepakatan-
kesepakatan dilaksanakan pada
kegiatan putaran-putaran, sejak 1947
hingga putaran Uruguay (1986) yang
menarik karena berhasilnya dibentuk

WTO (World Trade Organization)

yang mulai 1 Januari 1995. WTO
tercakup pula Persetujuan TRIPs
(Agreement on Trade Related Aspect
of Intellectual Property Rights,
including Trade in Counterfeit
Goods atau Persetujuan Perdagangan
mengenai  aspek hak kekayaan
intelektual (HKI) termasuk
perdagangan barang palsu), dan
Indonesia  telah  meratifikasinya
dengan UU No. 7 Tahun 1994, yang
sudah berlaku sejak 1 Januari 2000.
Keberadaan Hak Kekayaan
Intelektual (HKI) dalam hubungan
antar manusia

dan antar negara merupakan sesuatu
yang tidak dapat dipungkiri. HKI
juga merupakan sesuatu yang given
dan inheren  dalam  sebuah
masyarakat industri atau yang sedang
mengarah ke sana. Keberadaannya
dinamika

senantiasa  mengikuti

perkembangan masyarakat itu
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sendiri. Begitu pula halnya dengan
masyarakat dan bangsa Indonesia
yang mau tidak mau bersinggungan
dan terlibat langsung dengan
masalah HKI.

Secara umum Hak Kekayaan
Intelektual dapat terbagi dalam dua
kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak
Kekayaan Industri. Sedangkan Hak
Kekayaan Industri meliputi Paten,
Merek, Desain Industri, Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia
Dagang dan Varietas Tanaman.

HKI telah diatur dengan berbgai
peraturan-perundang-undangan

sesuai dengan tuntutan TRIPs, yaitu
UU No. 29 Tahun 2000
(Perlindungan Varietas Tanaman),
UU No. 30 Tahun 2000 (Rahasia
Dagang), UU No. 31 Tahun 2000
(Desain Industri), UU No. 32 Tahun
2000 (Desain Tata Letak Sirkuit

Terpadu), UU No. 14 Tahun 2001

(Paten), UU No. 15 Tahun 2001
(Merek), dan UU No. 19 Tahun 2002
(Hak Cipta).

HKI terkait dengan
kreativitas manusia, dan daya cipta
manusia dalam memenuhi kebutuhan
atau memecahkan masalah
kehidupannya, baik dalam seni, ilmu
pengetehuan dan teknologi maupun
produk unggulan suatu masyarakat.
Oleh karena itu, pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi disertai
dengan eksistensi HKI sangat
penting. Dimana kegiatan penelitian
ini tidak dapat menghindar dari
masalah HKI apabila menginginkan
suatu penghormatan hak maupun
inovasi baru, dan orisinalitasnya.
Permasalahan mengenai Hak
Kekayaan Intelektual akan
menyentuh berbagai aspek seperti

aspek teknologi, industri, sosial,

budaya, dan berbagai aspek lainnya.
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Akan tetapi, aspek terpenting jika
dihubungkan dengan upaya
perlindungan bagi karya intelektual
adalah  aspek hukum. Hukum
diharapkan mampu mengatasi
berbagai permasalahan yang timbul
berkaitan dengan Hak Kekayaan
Intelektual tersebut. Hukum harus
dapat memberikan perlindungan bagi
karya intelektual,

sehingga mampu mengembangkan
daya kreasi masyarakat yang
akhirnya bermuara pada tujuan
berhasilnya  perlindungan Hak
Kekayaan Intelektual.

Aspek teknologi juga
merupakan faktor yang sangat
dominan dalam perkembangan dan
perlindungan Hak Kekayaan
Intelektual. Perkembangan teknologi
informasi yang sangat cepat saat ini

telah menyebabkan dunia terasa

semakin sempit, informasi dapat

dengan mudah dan cepat tersebar ke
seluruh pelosok dunia. Pada keadaan
seperti ini Hak Kekayaan Intelektual
menjadi semakin penting. Hal ini
disebabkan Hak Kekayaan
Intelektual merupakan hak monopoli
yang dapat digunakan  untuk
melindungi investasi dan dapat
dialihkan haknya. Salah satu isu
yang menarik dan saat ini tengah
berkembang dalam lingkup kajian
hak kekayaan intelektual (HKI)
adalah perlindungan hukum terhadap
kekayaan intelektual yang dihasilkan
oleh masyarakat asli atau masyarakat
tradisional. Kekayaan intelektual
yang dihasilkan oleh masyarakat asli
tradisional ini mencakup banyak hal
mulai dari sistem pengetahuan
tradisional ini mencakup banyak hal
mulai dari sistem pengetahuan
tradisional(traditional

knowledge),

karya-karya seni, hingga apa yang
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dikenal sebagai indigenous science
and technology.

Kekayaan intelektual yang
dihasilkan oleh masyarakat asli
tradisional ini  menjadi menarik
karena rejim ini  masih belum
terakomodasi  oleh  pengaturan
mengenai hak kekayaan intelektual,
khususnya dalam lingkup
intenasional. Pengaturan hak
kekayaan intelektual dalam lingkup
internasional sebagaimana terdapat
dalam Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights (TRIPS),
misalnya hingga saat ini belum
mengakomodasi kekayaan
intelektual masyarakat
asli/tradisional. Adanya fenomena
tersebut, maka dapat dikatakan
bahwa perlindungan hukum terhadap
kekayaan intelektual yang dihasilkan

masyarakat asli tradisional hingga

saat ini masih lemah. Sayangnya, hal

ini justru terjadi di saat masyarakat
dunia saat ini tengah bergerak
menuju suatu trend yang dikenal
dengan gerakan kembali ke alam
(back to nature). Kecenderungan
masyarakat dunia ini menyebabkan
eksplorasi dan eksploitasi terhadap
kekayaan masyarakat asli/tradisional
semakin meningkat karena
masyarakat asli/tradisional selama ini
memang dikenal mempunyai
kearifan tersendiri sehingga mereka
memiliki sejumlah kekayaan
intelektual yang sangat “bersahabat”
dengan alam. Karena lemahnya
perlindungan hukum  terhadap
kekayaan intelektual masyarakat asli
tradisional ini maka yang
kebanyakan terjadi justru adalah
eksploitasi yang tidak sah oleh pihak
asing.

Joseph E. Stiglitz (2007),

dalam Making Globalization Work,
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mengatakan bahwa hak kekayaan

intelektual  memiliki  perbedaan
mendasar dengan hak penguasaan
lainnya." Jika rambu hak penguasaan
lainnya adalah tidak memonopoli,
mengurangi efisiensi ekonomi, dan
mengancam kesejahteraan
masyarakat, maka hak kekayaan
intelektual pada dasarnya
menciptakan monopoli. Kekuatan
monopoli menciptakan persewaan
monopoli (laba yang berlebih), dan
laba inilah yang  seharusnya
digunakan untuk melakukan
penelitian. Ketidakefisienan yang
berkaitan dengan kekuatan monopoli
dalam memanfaatkan pengetahuan
sangatlah penting, karena ilmu

pengetahuan dalam ekonomi disebut

komoditas umum.

! Joseph E. Stiglitz dalam Andri TK, Nasib HaKIl
Tradisional Kita,
(http://catatankammi.blogspot.com/2007/12/nasib-haki-
tradisionalkita.

html).

Menurut Rahardi Ramelan
pemberian hak monopoli ini, sering
kali merugikan kepentingan umum
dan tidak selalu sama dengan
wilayah lain.? Di Indonesia misalnya,
pengetahuan tradisional yang
berkembang berorientasi  kepada
komunitas, bukan individu. Sehingga
masalah perlindungan pengetahuan
tradisional yang muncul selalu harus
diselesaikan secara khusus pula.
Praktek monopoli terlebih dalam hal
hak intelektual menjadi suatu yang
asing dalam masyarakat Indonesia
yang memiliki kepemilikan bersama.
Pemilikan bersama dapat hadir
dalam pasar secara terbatas. Orang-
orang dengan hubungan kekerabatan
dekat, seperti keluarga batih,
mungkin untuk secara bersama

mengatasnamakan hak kepemilikan

atas suatu benda. Dimana hak

2 Rahardi Ramelan dalam Andri TK, Ibid, 2007.
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kepemilikan ini tidak selalu disahkan
menurut hukum, melainkan atas
dasar  konvensi.  Masing-masing
anggota boleh memanfaatkan guna-
benda untuk keperluan pribadi atau
bersama, dengan sepengetahuan
yang lain. Hal ini dimungkinkan
selain akibat anggotanya percaya dan
menghormati  kebersamaan  yang
termaknakan pada benda, juga
karena di sini kedekatan hubungan
pada umumnya merupakan jaminan.®

Hukum kekayaan intelektual
bersifat asing bagi kepercayaan yang
mendasari hukum adat, sehingga
kemungkinan besar tidak akan
berpengaruh atau kalaupun ada
pengaruhnya kecil di kebanyakan
wilayah di Indonesia. Hal inilah yang
barangkali menjadi halangan terbesar
yang dapat membantu melegitimasi
penolakan

terhadap kekayaan

3 Ganjar dalam Andri TK, lbid, 2007.

intelektual di Indonesia yaitu konsep
yang sudah lama diakui kebanyakan
masyarakat Indonesia sesuai dengan
hukum adat. Prinsip hukum adat
yang universal dan mungkin yang
paling fundamental adalah bahwa
hukum adat lebih mementingkan
masyarakat dibandingkan individu.
Dikatakan bahwa pemegang hak
harus dapat membenarkan
penggunaan hak itu sesuai dengan
fugsi hak di dalam suatu masyarakat.
Kepopuleran konsep harta komunal
mengakibatkan HKI bergaya barat
tidak dimengerti oleh kebanyakan
masyarakat desa di Indonesia. Sangat
mungkin  bahwa  HKI  yang
individualistis akan disalahtafsirkan
atau  diabaikan  karena  tidak
dianggaprelevan. Usaha-usaha untuk
memperkenalkan ~ hak individu
bergaya barat yang disetujui dan

diterapkan secara resmi oleh negara,
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tetapi sekaligus bertentangan dengan
hukum adat seringkali  gagal
mempengaruhi perilaku masyarakat
tradisional.Sangat mungkin bahwa
masyarakat di tempat terpencil tidak
akan mencari perlindungan untuk
kekayaan intelektual dan akan
mengabaikan hak kekayaan
intelektual orang lain dengan alasan
yang sama.*

Di tengah upaya Indonesia
berusaha  melindungi  kekayaan
tradisionalnya, negara-negara maju
justru menghendaki agar
pengetahuan tradisional, ekspresi
budaya, dan sumber daya genetik itu
dibuka sebagai public property atau
public domain, bukan sesuatu yang
harus dilindungi secara internasional

dalam bentuk hukum yang mengikat.

Salah satu diantaranya adalah

4 Tim Lindsey, dkk, Hak Kekayaan Intelektual (Suatu
Pengantar), (Bandung : PT. Alumni, 2006), hal. 71.

perbedaan antara harta berwujud dan
tidak  berwujud. Hukum  adat
berdasar pada konstruksi keadilan
yang Kkonkret, nyata dan dapat
dilihat, sehingga tidak mengakui
penjualan  barang yang tidak
berwujud. Dengan demikian, hukum
adat sama sekali tidak dapat
mengakui keberadaan hukum HKI.
disarankan oleh Peter Jaszi dari
American University bahwa
perlindungan sebaiknya disesuaikan
dengan roh dan semangat dari
budaya tradisional tersebut.Peraturan
yang dibuat tidak digeneralisasi yang
akhirnya membuat kesenian
tradisional sebagai subyek dari
bentuk baru perlindungan kekayaan
intelektual.
Kekayaan intelektual
tradisional Indonesia dalam dilema.

Di satu sisi rentan terhadap klaim

oleh negara lain, di sisi lain
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pendaftaran kekayaan intelektual
tradisional sama saja menghilangkan
nilai budaya dan kesejarahan yang
melahirkannya dan menggantinya
dengan individualisme dan
liberalisme. Selama beberapa abad
kepulauan Indonesia telah
menghasilkan karya-karya artistik
yang luar biasa. Karya-karya ini
merupakan aspek dari hubungan
lokal dan hubungan yang lebih luas
dalam bidang perdagangan, agama,
kekerabatan dan juga politik.
“Kesenian tradisional” ini memiliki
nilai bagi orang Indonesia. Kesenian
tradisional bukan hanya merupakan
suatu hiburan, wahana inspirasi dan
pencerahan bagi orang Indonesia,
tetapi juga memungkinkan mereka
untuk menempatkan dirinya secara
positif dan kreatif dalam
hubungannya terhadap sesama dan

dalam hubungannya terhadap agama.

Pengetahuan dan praktek kesenian
berkontribusi pada kesejahteraan
ekonomi, identitas kelompok,
kebanggaan terhadap daerah dan
bangsanya, serta pengembangan
kesadaran etika yang mendalam dan
bersifat khas.

Gairah kehidupan kesenian
ini sebagai sumber dan juga hasil
dari proses hubungan yang bersifat
kompleks. Gairah berkreatifitas ini
muncul dari sebuah keragaman asli.
Kesenian “tradisional” Indonesia
seperti wayang kulit, musik gamelan
dan batik Jawa, serta tarian, dan
tenun ikat Bali, yang dalam
sepanjang sejarah telah dipraktekkan
sebagaimana layaknya kesenian
Indonesia lainnya dengan tanpa
adanya peraturan mengenai Hak
Kekayaan Intelektual (HKI). Tetapi

sekarang timbul kekhawatiran dari

kalangan seniman dalam kaitannya



Jurnal llmu Hukum Prima

dengan keberadaan seni mereka di
masa sekarang. Sebagai salah satu
negara yang terdiri atas berbagai
macam suku dan sangat kaya akan

keragaman tradisi dan budaya,

Indonesia tentunya memiliki
kepentingan tersendiri dalam
perlindungan hukum  terhadap

kekayaan intelektual masyarakat asli
tradisional. Ditambah lagi, posisi
Indonesia sebagai negara dengan
keanekaragaman hayati yang luar
biasa (mega biodiversity) telah
menjadikan Indonesia sebagai negara
yang memiliki potensi sumber daya
yang besar untuk pengembangan di
bidang kesenian. Kerena
perlindungan hukum terhadap
kekayaan intelektual masyarakat asli
tradisional masih lemah, maka
potensi yang dimiliki oleh Indonesia

tersebut  justru  lebih  banyak

dimanfaatkan oleh pihak asing secara

tidak sah. Hingga saat ini, telah
tercatat beberapa kasus pemanfaatan
kekayaan intelektual masyarakat adat
tanpa ijin oleh pihak asing,
khususnya dalam bidang kesenian
tradisional.  Indonesia  memiliki
banyak komoditas asli. Akan tetapi,
semuanya tak berarti apa-apa jika
komoditas itu "dicuri” pihak asing.
Sudah beberapa kali produk asal
negara kita dibajak negara lain
terutama Malaysia, yang gencar
mempromosikan diri sebagai “Truly
Asia”. Salah satu kasus yang dapat
dikatakan paling menonjol adalah
kasus pemanfaatan lagu 'Rasa
Sayange' yang terasa  riang,
sederhana, dan amat menyenangkan
jika dinyanyikan  bersama-sama.
Dimana semua sepakat Kketika
menyanyikan lagu itu terbayang di

pelupuk mata betapa indahnya

Ambon di Maluku sana. Pantas bila

10
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kemudian hampir seluruh warga
Indonesia terperanjat saat secara
tiba-tiba Malaysia menjadikan lagu
yang berirama sama persis dengan
'Rasa Sayange' sebagai "jingle"
promosi pariwisata negeri jiran itu.
Meski syair lagunya tidak sama,
'Rasa Sayange' versi Malaysia yang
berjudul 'Rasa Sayang Hey' itu
memiliki notasi dan irama yang
hampir sama persis dengan lagu
'Rasa Sayange' yang lebih dahulu ada
di Indonesia.

Baru-baru ini Malaysia juga
mengklaim tarian reog Ponorogo
sebagai warisan budaya mereka.
Kasus itu muncul dalam website
Kementerian Kebudayaan, Kesenian,
dan Warisan  Malaysia."Gambar

dadak merak reog terpampang di

website itu dan di depannya terdapat

> website Kementerian Perpaduan, Kebudayaan,
Kesenian dan Warisan Malaysia,

http://www.heritage.gov.my.

tulisan  "Malaysia". Tari reog
Ponorogo versi Malaysia ini bernama
tari Barongan, dimana cerita yang
ditampilkan dalam tarian barongan,
mirip dengan cerita pada tarian reog
Ponorogo. Sebagai salah satu isu
penting yang berkaitan dengan hak
kekayaan intelektual dewasa ini
adalah sejauh mana pengetahuan
tradisional (traditional knowledge)
khususnya  kesenian  tradisional
(folklore) mendapat perlindungan.
Karena peliknya masalah ini dan
mengingat begitu

pentingnya

perlindungan  terhadap  aset-aset
budaya terutama mengenai kesenian
tradisional, maka penulis tertarik
untuk mencoba menganalisis secara
mendalam dan hati-hati mengenai
perlindungan hukum hak kekayaan
kesenian

intelektual terhadap

tradisional di  Indonesia, yang

hasilnya penulis tuangkan dalam

11
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bentuk penelitian dengan judul
“Prospek Perlindungan Hukum
Hak Kekayaan Intelektual dalam
Kesenian Tradisional di
Indonesia”.

B. Perumusan Masalah
Bagaimanakah perlindungan hukum
hak kekayaan intelektual dalam

kesenian tradisional di Indonesia ?

C. Hasil
Pembahasan

Penelitian dan

BAB |1

A. PERLINDUNGAN HUKUM
HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL DALAM
KESENIAN TRADISIONAL
DI INDONESIA
Konsep perlindungan
terhadap HKI pada dasarnya adalah
memberikan hak monopoli, dan
dengan hak monopoli ini, pemilik

HKI dapat menikmati manfaat

ekonomi dari kekayaan intelektual

yang didapatnya. Perlu diakui bahwa
konsep HKI yang kita anut berasal
dari Barat, yaitu konsep yang
didasarkan atas kemampuan
individual dalam melakukan kegiatan
untuk menghasilkan temuan
(invention). Pemberian hak monopoli
kepada individu dan perusahaan ini,
sering bertentangan dengan
kepentingan publik (obat, makanan,
pertanian). Di samping itu, berbagai
perundangan HKI pada
kenyataannya tidak dapat melindungi
pengetahuan dan kearifan tradisional
(traditional knowledge and genius).
Pengetahuan tradisional yang
berkembang di negara seperti
Indonesia,  berorientasi  kepada
komunitas, bukan individu. Sehingga
masalah perlindungan pengetahuan
tradisional yang muncul selalu

harus diselesaikan secara khusus

(obat, herbs, lingkungan hidup).

12
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Dimasukannya masalah HKI
kedalam bagian dari GATT melalui
TRIPS, menambah kesenjangan
dalam pemanfaatan kekayaan
intelektual antara negara maju dan
negara industri baru/berkembang.®
HKI dibangun di atas
landasan “kepentingan ekonomi”,
hukum tentang property (intellectual
property). HKI identik dengan
komersialisasi  karya intelektual
sebagai suatu property. Perlindungan
HKI menjadi tidak relevan apabila
tidak dikaitkan dengan proses atau
kegiatan komersialisasi HKI itu
sendiri. Hal ini makin jelas dengan
munculnya istilah “Trade Related
Aspect of Intellectual Property
Rights” (TRIPs), dalam kaitannya
dengan masalah

perdagangan

internasional dan menjadi sebuah

6 Rahardi Ramelan, Ekspresi Kebuyaan Tradisional
dalam Globalisasi, Perlindungan HKI atau Pengakuan,

(www.leapidea.com, 2007).

icon penting dalam pembicaraan
tentang karya intelektual manusia.
Ini pun berarti bahwa HKI lebih
menjadi domainnya GATT-WTO,
ketimbang WIPO. Karakter dasar
HKI semacam itulah yang diadopsi
ke dalam  perundang-undangan
Indonesia. Dapat dikatakan bahwa
pembentukan  hukum  HKI  di
Indonesia merupakan transplantasi
hukum asing ke dalam sistem hukum
Indonesia.

Hak cipta atas ciptaan yang
penciptanya tidak diketahui,
makanegaralah yang berhak
memegang hak cipta atas Kkarya
peninggalan prasejarah, sejarah, dan
benda budaya nasional lainnya
tersebut. Negara memegang hak
cipta atas folklor dan hasil
kebudayaan rakyat yang menjadi

milik bersama, seperti cerita, hikayat,

dongeng, legenda, babad, lagu,

13
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kerajinan tangan, koreografi, tarian,
kaligrafi, dan karya seni lainnya
(Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)
UUHC).

Folklor dimaksudkan sebagai
sekumpulan cerita tradisional, baik
yang dibuat oleh kelompok maupun
perorangan dalam masyarakat, yang
menunjukkan identitas sosial dan
budayanya berdasarkan standar dan
nilai- nilai yang diucapkan atau
diikuti secara turun-temurun
termasuk sebagai berikut:

1. Cerita rakyat, puisi rakyat;

2. Lagu-lagu rakyat dan musik
intrumen tradisional;

3. Tari-tarian rakyat, permainan
tradisional ;

4. Hasil seni antara lain berupa
lukisan, gambar,  ukiran-ukiran,
pahatan, mosaik, perhiasan,

kerajinan tangan, pakaian, instrumen

musik, dan tenun tradisional.

RPP mengenai "Hak Cipta
atas Folklor yang Dipegang oleh
Negara", adalah jabaran lebih khusus
mengenai pengaturan folkor dalam
Undang-undang Hak Cipta No. 19
Tahun 2002. Dalam draft Peraturan
Pemerintah tersebut yang disebut
sebagai folklor dipilah ke dalam :

1. ekspresi verbal dan non-
verbal dalam bentuk cerita
rakyat, puisi rakyat, teka-teki,
pepatah, peribahasa, pidato
adat, ekspresi verbal dan non-
verbal lainnya;

2. ekspresi lagu atau musik
dengan atau tanpa lirik;

3. ekspresi dalam bentuk gerak
seperti  tarian  tradisional,
permainan, dan upacara adat;

4. karya kesenian dalam bentuk
gambar, lukisan, ukiran,

patung, keramik,terakota,

14
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mosaik,  kerajinan  kayu,
kerajinan perak, Kkerajinan
perhiasan, kerajinan anyam-
anyaman, kerajinan sulam-
sulaman, kerajinan tekstil,
karpet, kostum adat,
instrumen musik, dan karya
arsitektur, kolase dan karya-

karya lainnya yang berkaitan

dengan folklor.

Di bawah UU Hak Cipta
tersebut dirancang suatu Peraturan
Pemerintah (PP) tentang "Hak Cipta
atas Folklor yang Dipegang oleh
Negara". Dalam hal itu yang
dimaksud dengan "folklor" adalah
segala ungkapan budaya yang
dimiliki secara bersama oleh suatu
komuniti atau masyarakat
tradisional. Termasuk ke dalamnya

adalah karya-karya kerajinan tangan.

Dalam RPP tersebut dimasukkan

pokok  mengenai  perlindungan
terhadap pemanfaatan oleh orang
asing, di mana pihak pemanfaat itu
harus lebih dahulu mendapat izin
dari instansi pemerintah yang diberi
kewenangan untuk itu, serta apabila
perbanyakan dilakukan untuk tujuan
komersial, harus ada "keseimbangan
dalam menikmati manfaat ekonomi”
dari  karya  folklor  tersebut.
Pemakaian istilah folklor telah
mengalami perubahan dan perluasan,
seperti disampaikan Edi Sedyawati
dalam beberapa kesempatan : One
document of the 1999 WIPO
Roundtable prepared by Prof.
Michael Blakeney addresses the
question of the definition of
“traditional knowledge” and its
terminological history. The shift from
“folklore” to “traditional

knowledge” indeed reflects the

awakening of an acknowledgement
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that traditional culture, unlike
“folklore”, should not anymore be
regarded as a low-level cultural
entity. Moreover, “traditional
knowledge”  contains a  wider
substance than “‘folklore”. Reference
is given to a meeting in 1985 of the
Group of Experts, which indicates
that the term “folklore”, has a
“negative connotation of being
associated with the creations of
lower or superseded civilisations”. A
WIPO forum in 1997 also had a
number of speakers who refer to the
“negative connotations and Euro-
centric definition” of the term
“folklore”.

FX Widaryanto menyatakan
mengenai  ekspresi seni  sebagai
berikut : ekspresi seni yang pada
gilirannya  "disepakati"  sebagai

sebuah produk yang tidak hanya

merepresentasikan identitas individu,

namun lebih jauh lagi bisa berbicara
banyak dalam representasi identitas
kelompok. Selanjutnya ia
menambahkan bahwa “Nuansa
keterkekangan versus kebebasan,
keterpurukan  ekonomi, kekuatan
media elektronika visual, dsb telah
banyak berpengaruh pada perubahan
ekspresi seni, minat apresiasi seni,
serta motif

integrasi sosial yang terus bergerak
seiring dengan gerak perimbangan
politik yang semakin tidak karuan,
namun masih tetap memiliki sikap
yang sama, terutama pandangannya
pada kekuatan seni sebagai ekspresi
budaya, yang memiliki potensi besar
kaitannya dengan kapasitas
komunikatif ~yang  dimilikinya.”
Contohnya adalah : sebuah "mantra

tubuh™ Inul yang menyatukan banyak

orang dalam kesatuan emosional.

16



Jurnal llmu Hukum Prima

Seni dan budaya tidaklah
statis, melainkan dinamis dan secara
kontinu terus dimanfaatkan oleh
masyarakat hingga kini dengan
perubahan dan peningkatan.
Misalnya adalah motif batik. Dalam
kebudayaan Jawa telah mentradisi
berupa sejumlah  motif dasar,
misalnya yang disebut truntum,
semen, kawung, parang, dll.
Demikian juga dalam kain tenun
seperti songket (Sumatera), lurik
(Jawa), dll. Demikian juga dalam
bidang kuliner, dikenal
makanan “Coto Makassar”
(Makasar), “Empe-empe”
(Palembang), “Gudeg” (Yogyakarta),
dil. Indonesia dengan beragam suku
bangsa kaya akan hasil seni
tradisional yang mempunyai nilai
estetika yang tinggi seperti batik

tradisional Solo, seni ukir Suku

Asmat, kerajinan patung Bali, dan

masih banyak lainnya. Karya seni
tradisional ini selain memiliki nilai
seni dan estetika juga memiliki nilai
ekonomis serta yang sering tidak
diketahui bahwa di dalamnya
terkandung hak cipta yang dilindungi
undang-undang. Sangat ironis bahwa
banyak  pencipta yang tidak
memahami bahwa ia memiliki hak
cipta atas karya cipta yang
dihasilkan. Kebanyakan pencipta
cukup puas jika karya ciptanya
disukai banyak orang dan laku dijual,
tanpa mengetahui dan memikirkan
bahwa pencipta memiliki hak cipta
yang perlu dilindungi dari eksploitasi
secara ilegal oleh pihak yang tidak
berhak. Sebagai ilustrasi dapat
diuraikan

tentang kejadian di Bali dimana ada
turis Belanda yang memesan
kerajinan patung kayu Bali ke

pencipta kerajinan kayu tersebut
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dalam jumlah besar untuk dikirim ke
Belanda. Pencipta tersebut merasa
bangga karena karyanya disenangi, ia
dapat uang banyak dan bangga hasil
karyanya bisa diekspor ke luar
negeri. Ternyata di Belanda hasil
kerajinan tersebut didaftarkan dan
pada produk kerajinan tersebut
ditempelkan made in Belanda.
Tentunya eksploitasi semacam ini
tidak kita inginkan karena sangat
ironis  bahwa  pencipta  yang
sesungguhnya tidak mendapatkan
hak yang selayaknya menjadi
miliknya secara optimal, padahal
pencipta inilah yang telah berkorban
baik waktu, tenaga pikiran maupun
materi untuk menghasilkan
ciptaannya.

Kalau kita telaah dalam
sistem peraturan perundang-

undangan, karya seni tradisional

sebagai suatu ciptaan masuk dalam

lingkup perlindungan hak cipta.
Permasalahan yang muncul adalah
mengenai pembuktian bahwa
pencipta karya seni tradisional
merupakan pencipta yang
sesungguhnya. Hal ini disebabkan
karena dalam sistem hak cipta
pendaftaran tidak bersifat wajib dan
bukan merupakan pengakuan
mengenai  lahirnya hak cipta,
sehingga

banyak pencipta tidak mendaftarkan
ciptaannya yang dampaknya bisa
mempersulit  pembuktian  secara
formal jika timbul sengketa di
kemudian hari. Permasalahan lain
yang  muncul adalah  dalam
masyarakat tradisional yang
mempunyai sifat komunal biasanya
ciptaan yang telah dihasilkan
seseorang akan dimanfaatkan secara

kolektif oleh anggota masyarakat

yang lain, sehingga pencipta yang
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sesungguhnya kurang dapat
menikmati hak ciptanya secara
eksklusif atau bahkan ciptaannya itu
disalahgunakan oleh anggota
masyarakat ~ untuk  keuntungan
pribadinya.

Dari uraian di atas terlihat
bahwa pokok permasalahan adalah
tingkat pemahaman dan kesadaran
pencipta atas hak ciptanya masih
sangat rendah, sehingga
menimbulkan kendala bagi pencipta
untuk memiliki dan
mendayagunakan  hak  ciptanya
secara eksklusif dan melindungi hak
tersebut dari pelanggaran hak oleh
pihak lain. Untuk itu perlu dilakukan
suatu penelitian yang akan mengkaji
masalah yang berkaitan dengan
perlindungan hukum karya seni
tradisional dan upaya-upaya
peningkatan

pemahaman dan

kesadaran pencipta karya seni

tradisional atas hak ciptanya guna
menghindari eksploitasi oleh pihak
lain yang tidak berhak.

Sehingga dengan penelitian
ini diharapkan adanya penghargaan
terhadap pencipta karya seni
tradisional melalui perolehan dan
pemilikan haknya secara layak serta
lebih lanjut akan berdampak lebih
luas bagi penghargaan karya seni
tradisional di dunia internasional.
Dan lebih utama diharapkan dapat
diciptakan iklim yang kondusif bagi
kegiatan mencipta,
sehingga secara stimulan dapat
memberi pengaruh bagi tumbuh
suburnya kreativitas  masyarakat
yang pada gilirannya  dapat
menciptakan stimulasi yang
signifikan bagi lahirnya ciptaan-
ciptaan  baru yang  beragam,
berkualitas serta memberi manfaat
khasanah

bagi penggayaan
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kehidupan bangsa. Sebelum dibahas
mengenai perlindungan hukum karya
seni tradisional dan upaya
peningkatan pemahaman dan
kesadaran pencipta karya seni
tradisional atas hak ciptanya, perlu
dibahas apa yang dimaksud karya
seni  tradisioinal dan pencipta.
Menurut hasil penelitian Lembaga
IImu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
karya seni tradisional diartikan
sebagai pernyatan ekspresi estetika
bangsa Indonesia yang khas dan asli
yang secara

sosial dipantulkan dalam wujud yang
nyata maupun hasil renungan dan
kreasi bangsa baik komunal maupun
pribadi. Karya seni tradisional ini
antara lain bisa berupa seni rupa
(seni ukir, seni pahat, seni patung,
seni lukis, Kkaligrafi), kerajinan
tangan, seni Batik, seni tenun, seni

pertunjukan (seni tari, seni musik,

seni teater) dan seni arsitektur. Karya
seni tradisional sebagai salah satu
bentuk ciptaan masuk dalam lingkup
perlindungan hak cipta, asalkan
memenuhi Kriteria atau syarat-syarat
perlindungan hak cipta, yaitu :

1. ciptaan tersebut merupakan
ide vyang telah selesai
diwujudkan dalam bentuk
yang khas dan dalam
kesatuan yang nyata,
sehingga dapat ditangkap
oleh panca indera. Oleh
karena itu ide, gagasan, cita-
cita tanpa ada perwujudannya
tidak dapat dilindungi hak
cipta.

2. menunjukkan keaslian atau
orisinalitas  yang  berarti
ciptaan tersebut dihasilkan
dari  kemampuan pikiran,
Kkreativitas, imajinasi,

kecekatan, ketrampilan dan
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keahlian  pencipta  yang
bersifat pribadi.

3. ciptaan tersebut dihasilkan
dalam bidang ilmu

pengetahuan, seni dan sastra.

D. Kesimpulan

Dari bab pembahasan maka
dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut :

1. Perlindungan hukum hak
kekayaan intelektual terhadap
kesenian tradisional di Indonesia,
dibagi menjadi dua yaitu :

a. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif hak
kekayaan intelektual terhadap
kesenian tradisional di Indonesia
terdapat dalam  Undang-undang
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta. Pasal 10 Undang-undang
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak

Cipta yang berjudul ‘Hak Cipta atas

Ciptaanyang Penciptanya Tidak
Diketahui’, menetapkan :

(9) Negara memegang Hak Cipta
atas karya peninggalanprasejarah,
sejarah, dan benda budaya nasional
lainnya.

(10) Negara memegang Hak Cipta
atas folklor dan hasil kebudayaan
rakyat yang menjadi milik bersama,
seperti cerita, hikayat, dongeng,
legenda, babad, lagu, kerajinan
tangan, koreografi, tarian, kaligrafi,
dan karya seni lainnya.

(11) Untuk mengumumkan atau
memperbanyak Ciptaan tersebut
pada ayat (2), orang yang bukan
warga negara Indonesia  harus
terlebih dahulu mendapat izin dari
instansi yang terkait dalam masalah
tersebut.

(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai
Hak Cipta yang dipegang oleh

Negara  sebagaimana  dimaksud
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dalam Pasal ini, diatur dengan
Peraturan Pemerintah. Hak Cipta atas
folklore dan hasil kebudayaan rakyat
yang menjadi  milik  bersama,
perlindungannya berlaku tanpa batas
waktu (Pasal 31 ayat (1) huruf a).
b. Perlindungan Represif
Perlindungan represif hak
kekayaan intelektual terhadap
kesenian tradisional di Indonesia
terdapat juga dalam Undang-undang
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta. Pencipta atau ahli warisnya
atau pemegang hak cipta, dimana
dalam hal kesenian tradisional hak
ciptanya dipegang oleh Negara,
berhak mengajukan gugatan ganti
rugi kepada Pengadilan Niaga atas
pelanggaran hak ciptanya dan
meminta penyitaan terhadap benda
yang diumumkan atau  hasil

perbanyakan ciptaan itu. Pemegang

hak cipta juga berhak memohon

kepada Pengadilan Niaga agar
memerintahkan penyerahan seluruh
atau sebagian penghasilan yang
diperoleh  dari  penyelenggaraan
ceramah, pertemuan ilmiah,
pertunjukan atau pameran Kkarya
ciptaan atau barangyang merupakan
hasil pelanggaran hak cipta. Gugatan
pencipta atau

ahli warisnya yang tanpa
persetujuannya itu diatur dalam Pasal
55 UU No. 19 Tahun 2002 tentang
Hak Cipta, yang menyebutkan
bahwapenyerahan hak cipta atas
seluruh ciptaan kepada pihak lain
tidak mengurangi hak pencipta atau
ahli warisnya untuk menggugat yang
tanpa persetujuannya:

1) Meniadakan nama pencipta pada
ciptaan itu;

2) Mencantumkan nama pencipta

pada ciptaannya;
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3) Mengganti atau mengubah judul 4) Mengubah isi ciptaan.

ciptaan; atau
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